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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK ATAS PEMBOBOLAN  

DANA  NASABAH  OLEH  PEGAWAI BANK BRI CABANG TAMINI 

SQUARE 

 

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip 

kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus 

demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan 

dana. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 

tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, dikemukakan 

bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.  

Skripsi ini mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama  

bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank terkait 

pembobolan rekening milik nasabah bank oleh pegawai bank tersebut?, 

Bagaimanakah tanggung jawab bank atas kasus pembobolan dana nasabah oleh 

pegawai bank BRI Cabang Tamini Square? 

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, 

dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, Metode pengumpulan data yang 

dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder . 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa : Perlindungan hukum  

diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  yaitu : 

Pasal 2 , Pasal 29 ayat (2). Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu 

Pasal 4. Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan. Yaitu terdapat dalam : Pasal 49 ayat (1).  

Pertanggungjawaban kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pegawai 

bank BRI dapat dilimpahkan kepada bank dengan ketentuan : Pasal 

1365KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata,  Pasal 1367 KUHPerdata. 
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